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Abstrak 

Pada artikel ilmiah ini penulis menguraikan mengenai kedudukan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan 

dengan norma hukum pada tata masyarakat pancasila. Dimana Pancasila sebagai ideologi nasional dalam 

mengilhami persatuan nasional dan integrasi sosial. Artinya, Pancasila tidak lagi dipandang sesuai dengan 

tuntutan integrasi sosial dan ketahanan nasional. Pancasila tidak hanya untuk menyelenggarakan interaksi 

nasional dan sosial, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus menjadi inspirasi bagi norma-norma yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam norma-norma tertentu yakni 

norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dengan norma yang melayani kepentingan tertentu yang pada 

gilirannya membuat banyak orang secara tidak tepat mengaitkan mispersepsi tersebut dengan Pancasila. 

Oleh karena itu segala aspek kegiatan politik dan hukum harus didasarkan dan ditujukan kepada Pancasila. 

Jika prinsip ini dipahami dan dijalankan, warga negara Indonesia pada akhirnya akan melindungi 

keberadaan Pancasila dan kedudukan norma norma tersbut sebagai warisan nasional dari para pendiri 

bangsa dan kearifan lokal. 
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Abstract 
In this scientific article, the author describes the position of religious norms, decency, and decency with 

legal norms in the Pancasila society. Where Pancasila as a national ideology in inspiring national unity 

and social integration. This means that Pancasila is no longer considered in accordance with the demands 

of social integration and national security. Pancasila is not only to organize national and social 

interactions, but also Pancasila values must be an inspiration for norms that are upheld by society. These 

values are translated into certain norms, namely religious norms, decency, and politeness with norms that 

serve certain interests which in turn makes many people incorrectly associate these misperceptions with 

Pancasila. Therefore, all aspects of political and legal activities must be based on and aimed at Pancasila. 

If this principle is understood and implemented, Indonesian citizens will ultimately protect the existence of 

Pancasila and the position of these norms as the national heritage of the nation's founders and local 

wisdom. 
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PENDAHULUAN 

Di dalam tiap negara ada sesuatu dasar fundamental ataupun pokok kaidah yang ialah sumber 

hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara diucap staatsfundamentalnorm. Di negara 
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Indonesia, sumber hukum positif tersebut intinya merupakan Pancasila. Dengan demikian Pancasila 

ialah cita- cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai dan sumber arah penataan serta pergantian 

hukum positif di Indonesia. Selaku nilai, staatsfundamentalnorm sudah hidup dalam cakupan 

pemahaman manusia dengan keterkaitannya satu sama lain. Nilai- nilai tersebut pula timbul dalam 

kehidupan konkrit dalam bentuk- bentuk yang sudah menyatu dengan aksi serta perilaku dedikasi dan 

penyembahan. Semacam seperti itu Pancasila. Di samping Pancasila sudah terdapat dalam kehidupan 

serta kemasyarakatan, pula sudah menyatu dalam realitas perilaku serta sikap tiap hari. 

Pancasila yang ialah falsafah hidup bangsa Indonesia memiliki nilai- nilai bawah yang 

dijunjung besar oleh bangsa Indonesia, apalagi oleh bangsa- bangsa yang beradab. Nilai- nilai dasar 

diartikan yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai 

keadilan sosial, di mana rumusan tepatnya dilansir dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. 

Untuk bangsa Indonesia, nilai- nilai Pancasila ini ialah satu kesatuan yang bulat serta utuh, yang 

tersusun secara sistematis- hierarkhis. Maksudnya kalau antara nilai dasar yang satu dengan nilai dasar 

yang lain bersama berhubungan, tidak boleh dipisah- pisahkan, dipecah- pecahkan, ataupun diganti 

tempatnya.1 

Jenis norma yang ada di lingkungan masyarakat yang asalnya dari adat istiadat, budaya, atau 

nilai-nilai masyarakat. Secara hakikat norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang 

tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan. Norma yaitu aturan atau 

ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Norma juga dijadikan sebagai panduan, 

tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan 

tidak tertulis. Masyarakat secara sadar mematuhi norma tersebut. Karena norma merupakan aturan tak 

tertulis banyak orang yang belum menaati norma dan aturan, contohnya seperti melanggar lalu lintas, 

tidak berpamitan kepada orang tua, dan melanggar aturan agama. 

 

  PEMBAHASAN 

 

A. Hakikat Pancasila Sebagai Sistem Nilai 

Pancasila selaku dasar filsafat negara dan selaku filsafat hidup bangsa Indonesia pada 

hakikatnya ialah sesuatu nilai- nilai yang bertabiat sistematis, fundamental, serta merata.Rumusan dari 

sila- sila Pancasila itu sendiri sesungguhnya hakekat maknanya yang terdalam menampilkan 

terdapatnya sifat- sifat yang universal umum serta abstrak, sebab ialah sesuatu nilai. Buat mencari 

hakikat Pancasila merupakan dengan mengamati rumusan 5 sila dari Pancasila, yang sebetulnya identik 

dengan pokok- pokok benak dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila ialah sesuatu kesatuan, sila yang 

satu tidak dapat dilepas- lepaskan dari sila yang lain, totalitas sila di dalam Pancasila ialah sesuatu 

kesatuan organis, ataupun sesuatu kesatuan totalitas yang bulat. 

 

Dalam hubungannya dengan filsafat, nilai ialah salah satu hasil pemikiran filsafat yang oleh 

pemiliknya dikira selaku hasil optimal yang sangat benar, sangat bijaksana, serta sangat baik. Dalam 

bidang penerapannya( bidang operasional), nilai- nilai ini dijabarkan dalam wujud kaidah/ norma, 

sehingga ialah sesuatu perintah/ keharusan, anjuran ataupun ialah larangan/ tidak di idamkan/ 

celaan.Hakikat esensi ataupun substansi dari Pancasila ialah prinsip- prinsip yang sangat mendasar, 

yang mengendalikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Prinsip- prinsip tersebut 

                                                      
1 Darji Darmodiharjo, Menjabarkan Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum, Makalah, Ttp., tp., tt.  

---------------, Santiaji Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional, 1991.  
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mencakup nilai- nilai tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan. Prinsip- 

prinsip selaku nilai- nilai bawah Pancasila tersebut mengendalikan tata ikatan manusia Indonesia 

dalam berhubungan dengan Tuhan, dirinya individu, serta lingkungannya. 

 

Segera terlihat kalau nilai- nilai bawah Pancasila tidak hendak bisa jadi membagikan 

penyelesaian secara memuaskan untuk tiap kejadian dalam lapangan kehidupan manusia Indonesia. 

Nilai- nilai bawah itu butuh dibantu buat dijabarkan ke dalam norma- norma yang memiliki nilai- nilai 

yang lebih konkret.Dalam rangka ikatan vertikal manusia dengan Tuhan misalnya, nilai- nilai bawah 

Pancasila itu butuh dibantu lewat saluran norma- norma agama ataupun keyakinan tiap- tiap. Tanpa 

dorongan penjabaran semacam itu, mustahil nilai bawah Pancasila tentang ketuhanan bisa diberi arti 

secara jelas serta konkret. Demikian pula dalam rangka ikatan horizontal manusia Indonesia dengan 

manusia lain serta faktor alam semesta yang lain. Di mari antara lain berfungsi norma kesusilaan, 

norma sopan santun, serta norma hukum.2 

 

Dari penjelasan di atas, kita bisa memandang betapa berarti peran serta peranan norma- norma 

penunjang ini dalam proses penjabaran nilai- nilai Pancasila. Meski ada satu norma yang tingkatan 

konkretisasinya lebih besar daripada norma yang lain, namun senantiasa saja norma yang satu tidak 

bisa melenyapkan norma yang lain. Norma hukum bisa dikatakan selaku bentuk norma yang sangat 

konkret sebab pelaksanaannya bisa dipaksakan lewat kekuasaan publik. Kendati demikian, keberadaan 

norma hukum tidak boleh mengenyampingkan norma agama, kesusilaan serta sopan santun. Apalagi 

norma- norma itu harus jadi sumber untuk pembuatan norma hukum. 

Seperti itu sebabnya kita tidak bisa menerima apabila terdapat statment yang berani mentolerir 

pelanggaran sesuatu norma agama, kesusilaan, ataupun sopan santun sekedar sebab belum terdapat 

undang- undang yang mengaturnya. Metode berpikir semacam itu sesungguhnya telah semenjak lama 

ditinggalkan, tercantum di negara- negara yang sangat sekuler sekalipun. Dalam lapangan hukum 

keperdataan, misalnya berusia ini sudah diterima luas di bermacam negeri, tentang pengertian 

perbuatan melanggar hukum itu lebih daripada semata- mata melanggar undang- undang. Maksudnya 

mereka yang tidak mengindahkan norma kesusilaan juga bisa saja dikenakan sanksi hukum. 

 

B. Pancasila Dalam Cita Hukum dan Staatsfundamentalnorm 

 Dalam ketetapan MPRS Nomor. XX/ MPRS/ 1966 sudah ditegaskan kalau Pancasila 

merupakan sumber dari seluruh sumber hukum di dalam negara Republik Indonesia. Definisi sumber 

dari seluruh sumber hukum yang diberikan dalam Tap MPRS itu sangat luas, ialah pemikiran hidup, 

pemahaman, cita hukum dan cita moral yang meliputi atmosfer kejiwaan dan sifat bangsa Indonesia, 

yakni cita menimpa kemerdekaan orang, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, 

perdamaian nasional serta mondial, cita politik menimpa watak, wujud serta tujuan negeri, cita moral 

menimpa kehidupan kemasyarakatan serta keagamaan selaku pengejawantahan budi nurani manusia. 

Rumusan yang panjang lebar di atas membagikan sesuatu penafsiran kalau sumber dari seluruh sumber 

hukum itu berasal dari pemikiran hidup negara( pandangan hidup negara) yang termuat di dalamnya 

cita negara. Sebagaimana dikenal, pemikiran hidup negara tersebut berakar pada pemikiran hidup 

bangsa( idoelogi nasional), serta pemikiran hidup bangsa berakar pada pemikiran hidup warga 

Indonesia. 

                                                      
2 Hartati Soemasdi, Pemikiran Tantang Filsafat Pancasila, Yogyakarta, Andi Offset, 1992.  

Hartono, Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.  
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Pandangan hidup negara muat cita negara. Salah satu aspek berarti dalam cita negara Indonesia 

itu merupakan aspek hukumnya, karena negara ini sudah melaporkan dirinya selaku negara berdasar 

atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Aspek hukum dalam cita negara itu diucap dengan 

cita hukum. Di samping cita hukum itu pasti terdapat cita yang lain semacam cita politik, cita ekonomi, 

cita sosial budaya serta lainlain. Bila mengacu kepada konvensi nasional kita semenjak proklamasi 

kemerdekaan 17 Agustus 1945, cita negara serta cita hukum Indonesia tidak lain merupakan Pancasila. 

Cita negara serta cita hukum ini ialah bintang pemandu untuk ekspedisi bangsa serta negeri ini. 

Pancasila dalam peran selaku cita hukum tersebut belum mewujudkan diri dalam wujud norma. Ia baru 

berbentuk nilai- nilai yang sangat abstrak, yang posisinya terdapat dalam jiwa bangsa tiap manusia 

Indonesia.3 

 

Apabila di muka sudah disinggung menimpa Pancasila sebagaimana diformulasikan dalam 

Pembukaan UUD 1945, hingga secara otomatis sudah pula dibicarakan menimpa Pancasila dalam 

tataran norma. Norma merupakan ketentuan ataupun syarat yang mengikat masyarakat kelompok 

dalam warga, dipakai selaku panduan, tatanan serta kendalian tingkah laku yang cocok. Pancasila 

selaku asas kerokhanian serta bawah filsafat negeri ialah faktor penentu daripada terdapat serta 

berlakunya tertib hukum Indonesia serta pokok kaidah negara yang fundamental itu, hingga Pancasila 

itu merupakan inti daripada pembukaan. 

 

Jadi jelas untuk kita kalau Pancasila sesungguhnya memiliki 2 peran dalam sistem hukum kita, 

ialah Pancasila dalam peran selaku cita hukum yang masih terletak dalam tataran nilai serta Pancasila 

sebagaimana rumusannya tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian hingga 

Pembukaan UUD 1945 memiliki peran 2 berbagai terhadap tertib hukum Indonesia. Awal, jadi 

dasarnya, sebab Pembukaanlah yang membagikan faktor- faktor absolut untuk terdapatnya tertib 

hukum Indonesia itu. Kedua, memasukkan diri di dalamnya selaku syarat hukum yang paling tinggi, 

cocok dengan perannya asli selaku asas untuk hukum bawah yang lain, baik Undang- Undang Bawah 

yang tertulis ataupun UndangUndang Bawah yang tidak tertulis serta peraturan- peraturan hukum yang 

lain yang lebih rendah.4 

 

Bila kita berdialog tentang Pancasila selaku sumber dari seluruh sumber hukum, hingga kita 

berdialog tentang Pancasila dalam peran yang awal( selaku cita hukum). Sumber dari seluruh sumber 

hukum berarti sama dengan sumber sistem hukum ataupun sumber tertib hukum. Dengan perkataan 

lain, cita hukum Pancasila itu merupakan sumber dari sistem hukum Indonesia. Ketetapan MPRS 

Nomor. XX/ MPRS/ 1966 mengatakan 4 momentum yang dikira selaku perwujudan sumber tertib 

hukum Indonesia, ialah:( 1) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,( 2) Dekrit presiden 5 Juli 

1959,( 3) Undang- Undang Bawah Proklamasi,( 4) Pesan Perintah 11 Maret 1966. 

 

                                                      
3 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 39. 

Kaelan, Pendidikan Pancasila, h. 75. Ibid, h. 76. 
 
4 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 39. 

Kaelan, Pendidikan Pancasila, h. 75. Ibid, h. 76. 
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Persoalan yang timbul merupakan, apakah perwujudan itu terbatas cuma pada 4 momentum 

saja? Pasti saja, ekspedisi sejarah bangsa Indonesia sendirilah yang bisa menjawabnya. Tiap kali 

terjalin penyimpangan dalam sistem hukum kita sehingga berlawanan dengan cita hukum Pancasila, 

hingga momentum yang meluruskan kembali penyimpangan tersebut bisa dikira selaku perwujudan 

sumber tertib hukum Indonesia pula. Lebih tegas lagi bisa dikatakan apabila ada asumsi sepanjang ini 

sistem hukum Indonesia tidak lagi berjalan cocok dengan cita hukumnya sehingga butuh dicoba 

reformasi hukum, hingga momentum reformasi itu bisa ditambahkan selaku salah satu perwujudan 

sumber tertib hukum.5 

 

Bisa disimpulkan kalau proses penjabaran nilainilai bawah pancasila itu jadi norma- norma 

hukum yang lebih konkret sesungguhnya wajib melewati jenjang ataupun hirarkhi yang jelas. Masing- 

masing sesi penjabaran itu wajib bisa dipertanggungjawabkan konsistensinya dengan nilai- nilai di 

atasnya. Apabila mengalami terdapat penyimpangan, norma hukum yang lebih konkret itu harus 

diperbaiki lewat mekanisme yang terbuka. Sayangnya, mekanisme inilah yang hingga dikala ini belum 

tercipta dengan baik di negeri kita. Masih banyak Undang- undang yang berlawanan dengan ketetapan 

MPR, demikian pula inkonsistensi antara Undang- undang dengan peraturan pemerintah, antara 

peraturan pemerintah dengan keputusan Presiden, serta seterusnya. Bila perihal semacam ini tidak 

dibenahi lekas, tidak mengherankan apabila sistem hukum nasional kita hendak jadi meningkat 

semrawut. 

 

C. Kedudukan Norma Dalam Masyarakat 

Seorang filsuf dari Bangsa Yunani mengatakan bahwa Aristoteles mengatakan bahwa manusia 

adalah makhluk sosial (Zoon Politicon), yaitu Mahkik yang pada dasarnya memiliki keinginan untuk 

hidup di masyarakat dengan manusia lain. Artinya, setiap manusia memiliki keinginan untuk 

mengumpulkan dan saling menjaga satu sama lain. Pada kenyataannya, setiap manusia hidup dalam 

masyarakat, dan oleh masyarakat, setiap orang manusia akan dapat mempertahankan hidupnya, untuk 

menjawab semua kebutuhannya (peralatan dan tidak berwujud) dan mengembangkan bakat dan 

minatnya. Itu tidak bisa dibayangkan, bagaimana itu jika pria itu hidup sendiri atau sendirian. 

 

Oleh karena itu kelangsungan hidup manusia di bumi ini tergantung pada masyarakat, 

dibandingkan satu sama lain. Sementara itu, setiap kepentingan manusia tidak selalu sama, karena itu 

dapat menyebabkan ketegangan dan konflik (konflik) di masyarakat. Untuk mempertahankan bahwa 

hubungan antara individu individu selalu harmonis, perlu untuk membuat instruksi. Indeks kehidupan 

ini biasanya disebut Norma (kaidah) yang merupakan pedoman, referensi atau ukuran untuk 

berperilaku benar dalam kehidupan umum di masyarakat. Oleh karena itu, Norma harus 

dipertimbangkan dan diabaikan (patuh) oleh semua orang (manusia) sebagai anggota masyarakat 

dibandingkan dengan yang lain. Dengan memperhatikan dan menaati norma, setiap orang dapat 

melakukan hubungan satu sama lain, untuk memenuhi semua kehidupan mereka dan semua 

kepentingan mereka, tanpa mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, dan tanpa 

                                                      
5 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 39. 

Kaelan, Pendidikan Pancasila, h. 75. Ibid, h. 76. 
Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma, 2003.  

Mohammad Hatta dkk, Uraian Pancasila, Jakarta, Mutiara, 1977 
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mengguncang sendi partisipasi dan perdamaian di masyarakat.6 

 

Pedoman atau Norma hidup adalah gejala sosial, yaitu transisi dalam masyarakat. Jadi, di setiap 

perusahaan, selalu ada instruksi langsung (Norma). Tanpa indeks kehidupan atau norma menjadi 

refleksi sosial, yaitu gejala masyarakat. Jadi pada setiap masyarakat. Norma dalam Komunitas Norma 

yang mengatur semua jenis hubungan individu di masyarakat terdapat 4 (empat) jenis, yaitu, Norma 

agama, Norma moral, Norma kesopanan, dan hukum Norma. Norma keagamaan adalah Norma yang 

telah menentang Mahakuasa dan mempertimbangkan Norma keagamaan yang ditentukan oleh Allah 

yang Mahakuasa dari alam semesta ini. Pelanggaran terhadap Norma keagamaan berarti pelanggaran 

terhadap perintah-perintah Allah, yang akan menerima hukuman di akhirat. Contoh Norma agama, 

misalnya: "Anda tidak bisa terbang." Anda tidak bisa berbohong atau menyangkal janji ". 

 

Norma moral adalah Norma yang menyebabkan kesadaran manusia yang perilakunya 

melakukan perbuatan baik dan meninggalkan tindakan tercela. Pelanggaran Norma Susika berarti 

melanggar perasaan mereka sendiri yang menolak penyesalan. Kisah-undang yang tidak memikirkan 

Norma moralitas disebut amoralitas. "Kamu tidak bisa membunuh", "Kamu tidak bisa terbang", "Kamu 

tidak bisa melibatkan perzinahanmu", itu juga merupakan contoh Norma moral.7 

 

Norma kesopanan adalah Norma yang menyajikan dirinya sendiri atau terjadi dalam suatu 

masyarakat, yang mengatur cara dan perilaku dalam hubungan kehidupan di antara anggota masyarakat 

lainnya. Norma kesopanan ini didasarkan pada bea cukai, memadai atau sesuai dengan yang berlaku 

dalam masyarakat. Orang-orang yang melakukan pelanggaran Norma kesopanan akan dikecam oleh 

anggota SaSame masyarakat. CelaPreja tidak selalu di langit-langit, tetapi ini dapat dengan cara lain 

dan bentuk-bentuk lain, misalnya: benci, menghindari, dianggap tidak mengetahui cara-cara, dianggap 

sebagai despicable dan sebagainya oleh anggota masyarakat sekitar. Norma warga negara, misalnya, 

menentukan: "Jangan bersikap kasar dengan orang lain", "Anda tidak menerapkan secara arogan,", 

"Anda tidak merasakan orang lain, dan sebagainya. 

 Mengapa Norma agama,   kesopanan tidak cukup untuk menjamin keteraturan dan perdamaian di 

masyarakat? Itu karena dua hal: 

1. Masih ada aspek kehidupan / kepentingan anggota masyarakat yang belum diatur dalam tiga 

Norma ini. Misalnya, tidak ada yang ada norma agama, kesopanan dan kesopanan yang menentukan 

bahwa orang yang menggunakan jalan raya ke suatu tempat harus mengambil posisi di sisi kiri jalan. 

Demikian pula, tidak ada kondisi dalam tiga Norma yang menentukan perlunya pendaftaran 

matrimonial, pengumuman itu tidak terjadi pernikahan. Ketika. Jika ketentuan ketentuan diabaikan, itu 

dapat menyebabkan konsekuensi buruk, yang tidak hanya akan dirasakan oleh seseorang, tetapi juga 

oleh komunitas yang lebih luas. Catatan pernikahan misalnya adalah suatu keharusan dalam 

masyarakat modern yang hidupnya selesai, yang diabaikan dampak negatifnya lebar. 8 

                                                      
6 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha,2020.  

Bab VIII “Norma Dalam Masyarakat 

Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta: PT.Bina Aksara, 
1984), h. 74. 
7 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha,2020.  

Bab VIII “Norma Dalam Masyarakat 
8 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha,2020.  

Bab VIII “Norma Dalam Masyarakat 
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2. Ketaatan Norma agama, kesopanan dan kesopanan hanya bergantung pada kepercayaan, 

kepercayaan, keyakinan dan kesadaran pribadi di masyarakat. Dengan demikian, orang-orang yang 

tidak benar-benar percaya pada hukuman Tuhan di akhirat dapat menahan rasa penyesalan dan ingin 

menanggung kritik terhadap masyarakat, itu dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap tiga 

Norma. Akibatnya, hal-hal mengenai kepentingan anggota masyarakat atau kepentingan seluruh 

masyarakat yang diatur oleh tiga Norma harus dilindungi oleh Norma lain, yaitu Norma hukum paksa. 

"Paksa" Kata-kata di sini tidak selalu berarti dapat dipaksakan. Karena, tidak ada kekuatan di dunia ini 

- juga prosedur hukum paksa - yang dapat mencegah pembunuhan, pencurian, janji, dll. Namun, 

prosedur hukum tidak ingin menerima pelanggaran Norma oleh perangkat. Implementasi Norma 

hukum tidak dimungkinkan. Undang-undang akan memaksakan hal-hal lain, yang, sejauh mungkin, 

Norma hukum menyangkut atau menghilangkan konsekuensi dari pelanggaran Norma hukum. 

 

Karena itu, di masyarakat selain diatur oleh Norma keagamaan. Kesopanan dan kesopanan juga 

diatur oleh Norma hukum. Norma keagamaan dan Norma moral adalah Norma yang melibatkan aspek-

aspek kehidupan pribadi, sementara Norma dan Norma hukum adalah Norma yang melibatkan aspek 

kehidupan pribadi. Norma keagamaan ditujukan pada kesadaran jantung atau pelatihan moralitas 

pribadi berikutnya, Norma kesopanan ditujukan untuk kenyamanan Anatar-Pribada. Sementara Norma 

hukum ditujukan untuk ketenangan hidup bersama. Hubungan dan perbedaan antara Norma 

keagamaan, kesopanan dan Kesopanan dengan Norma hukum Van apeldoorn menganggap Norma 

hukum, agama, kesopanan dan Kesopanan, sebagai etika. Dengan kata Hin, Cyika berisi peraturan 

Agama, bingung, kuda poni dan hukum. "Memang, antara Norma agama, kesopanan, kesopanan dan 

norma hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak dipisahkan satu sama lain dan untuk memperkuat 

kekuatan pengaruhnya dalam masyarakat. 

 

Kejahatan yang dijelaskan dalam buku hukum pidana, hampir semuanya akut oleh moralitas 

dan agama. Demikian pula, prinsip-prinsip rahasia dan agama juga memainkan peran penting dalam 

hukum perdata, sehingga ketentuan-ketentuan tertentu menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan 

tertentu jelas merupakan perlindungan terhadap orang-orang baik, memberikan perlindungan terhadap 

mereka yang secara ekonomi lemah dari mereka yang secara ekonomi lemah. Kuat secara ekonomi, 

kuat, dll. Ingaran menjanjikan dalam pelaksanaan perjanjian, itu bukan hanya pelanggaran Norma 

hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Norma Aagam, kesopanan dan kesopanan, dalam 

hal isi Norma ini, keempat Norma tidak memiliki prinsip perbedaan .9 

 

Wirjono Prododikoro dalam tulisannya adalah keadilan sebagai dasar dari semua hukum yang 

Menyatakan: "Baik norma hukum maupun norma agama, kesusilaan, dan kesopanan mengandung 

jawaban atas pertanyaan apakah yang patut harus dilakukan oleh orang sebagai anggota masyarakat? 

perbedaannya hanya bersifat gradueel, di mana kepatutan itu meningkat sampai pada suatu tingkatan, 

di mana pemerintah terutama para hakim untuk kepentingan masyarakat harus memperhatikan adanya 

norma itu, maka di situlah dapat dikatakan bahwa norma dalam masyarakat adalah norma hukum" 

 

Sampai pada tingkat manakah suatu norma telah meningkat. Sehingga pemerintah dan 

pengadilan harus memperhatikan norma tersebut? untuk menjawab pertanyaan ini secara tepat, kata 

Wirjono Prodjodikoro, sudah seharusnya diperhatikan tujuan hukum, yaitu untuk keselamatan dan 

ketertiban masyarakat. Keselamatan masyarakat berarti keselamatan semua orang yang merupakan 

                                                      
9 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha,2020.  
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anggota dari masyarakat itu. Maka dari itu, meliputi juga keselamatan masing-masing anggota 

masyatakat.  

Dengan demikian, yang menajdi ukurannya adalah "keselamatan dan ketertiban masyarakat 

yang justru menjadi tujuan hukum. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan, apabila suatu norma dalam 

masyarakat sudah menyangkut keselamatan dan ketertiban masyarakat, dimana pelanggaran norma 

tersebut dirasakan sudah mengganggu atau menggoyahkan sendi-sendi keselamatan dan ketertiban 

masyarakat, maka norma itu telah meningkat samapai pada suatu tingkatan, di mana pemerintah atau 

pengadilan harus memperhatikannya. Norma itu yang dinamakan "norma hukum".10 

Apabila suatu norma dalam masyarakat pelaksanaanya dapat dipisahkan oleh pemerintah atau 

pengadilan, norma itu biasanya termasuk norma hukum. Akan tetapi, tidak berarti norma yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan oleh pemerintah dan pengaadikan dengan sendirinya bukan 

norma hukum. Sementara itu, ada sarjana yang melihat perbedaan norma-norma dalam masyarakat 

terebut pada sumbernya masing-masing. Norma agama bersumber pada kepercayaan adanya Tuhan 

Yang Maha Kuasa. Norma kesusilaan bersumber pada moral. Norma kesopanan bersumber pada 

anggapan/pandangan suatu masyarakat tentang sopan santun yang baik. Sedangkan norma hukum 

bersumber pada perumusan-perumusan yang ditentukan oleh yang berwenang membentuk norma 

hukum. Selanjutnya, antara norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dengan norma hukum sering kali 

pula dibedakan dari segi sanksinya. Sanksi pelanggaran norma agama, kesusilaan, dan kesopanan 

bersifat psikis. Sedangkan sanksi pelanggaran norma hukum bersifat konkret (nyata yang dipaksakan 

terhadap setiap orang yang melanggarnya, oleh lebaga/alat negara yang berwenang menurut cara yang 

ditentukan. Meskipun demikian, tidak berarti semua norma hukum mempunyai sanksi yang memang 

berkewajihan untuk membayar hutangnya karena perjadian itu, tetapi ia tidak dapat dituntut melalui 

pengadilan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Perhutangan inilah yang dinamakan "natuurlik 

verbintenis (Pasal 1788-1791 KUHPerdata). Pasal-pasal hukum perdata ini yang menurut peraturan 

dalam Stb. 1907 No. 306 berlaku juga bagi orang-orang Indonesia asli. 3. Kepatuhan Ter Terhadap 

Hukum . Dalam kehidupan manusia memerlukan kebenaran, keteraturan, dan keindahan kenikmatan. 

Oleh karena itu, ada logika, etika, dan estetika yang mengcangkup penalaran kaidah-kaidah dan selera. 

Kaidah kaidah tersebut mencangkup kaidah-kaidah kepercayaan, kesopanan, kesusilan, dan hukum. 

 

Kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati Nurani yang bersih, ini disebut juga 

"etika" dalam arti sempit atau moral Dasar perilaku yang menyeleweng, anatara lain hati nurani yang 

tidak bersih (dalam bahasa Belanda disebut "gewetenloos"). Hal ini disebabkan dengan hati nurani 

yang bersih manusia dapat membeda-bedakan mana perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. 

Indikator dari perilaku yang baik, antara lain rasionalitas, kejujura, bertanggung jawab, adil, dar 

produktif. 

 

 

KESIMPULAN 

Pancasila selaku dasar filsafat negara dan selaku filsafat hidup bangsa Indonesia pada 

hakikatnya ialah sesuatu nilai- nilai yang bertabiat sistematis, fundamental, serta merata. Rumusan 

dari sila- sila Pancasila itu sendiri sesungguhnya hakekat maknanya yang terdalam menampilkan 

terdapatnya sifat- sifat yang universal umum serta abstrak, sebab ialah sesuatu nilai. Buat mencari 

hakikat Pancasila merupakan dengan mengamati rumusan 5 sila dari Pancasila, yang sebetulnya 

identik dengan pokok- pokok benak dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila ialah sesuatu 

                                                      
10 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha,2020.  
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kesatuan, sila yang satu tidak dapat dilepas- lepaskan dari sila yang lain, totalitas sila di dalam 

Pancasila ialah sesuatu kesatuan organis, ataupun sesuatu kesatuan totalitas yang bulat. 

Norma hukum bisa dikatakan selaku bentuk norma yang sangat konkret sebab pelaksanaannya bisa 

dipaksakan lewat kekuasaan publik. Seperti itu sebabnya kita tidak bisa menerima apabila terdapat 

statment yang berani mentolerir pelanggaran sesuatu norma agama, kesusilaan, ataupun sopan santun 

sekedar sebab belum terdapat undang- undang yang mengaturnya. Metode berpikir semacam itu 

sesungguhnya telah semenjak lama ditinggalkan, tercantum di negara- negara yang sangat sekuler 

sekalipun. 

Maksudnya mereka yang tidak mengindahkan norma kesusilaan juga bisa saja dikenakan sanksi 

hukum. Definisi sumber dari seluruh sumber hukum yang diberikan dalam Tap MPRS itu sangat 

luas, ialah pemikiran hidup, pemahaman, cita hukum dan cita moral yang meliputi atmosfer kejiwaan 

dan sifat bangsa Indonesia, yakni cita menimpa kemerdekaan orang, kemerdekaan 

bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional serta mondial, cita politik menimpa 

watak, wujud serta tujuan negeri, cita moral menimpa kehidupan kemasyarakatan serta keagamaan 

selaku pengejawantahan budi nurani manusia. Pancasila selaku asas kerokhanian serta bawah filsafat 

negeri ialah faktor penentu daripada terdapat serta berlakunya tertib hukum Indonesia serta pokok 

kaidah negara yang fundamental itu, hingga Pancasila itu merupakan inti daripada pembukaan. Jadi 

jelas untuk kita kalau Pancasila sesungguhnya memiliki 2 peran dalam sistem hukum kita, ialah 

Pancasila dalam peran selaku cita hukum yang masih terletak dalam tataran nilai serta Pancasila 

sebagaimana rumusannya tercantum dalam pembukaan UUD1945. 

Awal, jadi dasarnya, sebab Pembukaanlah yang membagikan faktor- faktor absolut untuk terdapatnya 

tertib hukum Indonesia itu. Kedua, memasukkan diri di dalamnya selaku syarat hukum yang paling 

tinggi, cocok dengan perannya asli selaku asas untuk hukum bawah yang lain, baik Undang- Undang 

Bawah yang tertulis ataupun UndangUndang Bawah yang tidak tertulis serta peraturan- peraturan 

hukum yang lain yang lebih rendah. 

SARAN 

Masalah yang terkait dengan proklamasi nilai-nilai fundamental Pancasila dalam sistem  norma 

yang ada di Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam proses ini, kontrol dan pendekatan 

interdisipliner diperlukan, seperti penerapan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta norma 

hukum itu sendiri. Dan di balik semua itu, karena ditugaskan dalam penjelasan Konstitusi tahun 1945 

yang lebih penting adalah semangat penyelenggara itu sendiri. 

Penyelenggara negara sebagai tokoh sentral dalam praktik nilai-nilai Pancasila harus menjadi 

orang yang bersemangat untuk memberikan hasil terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mereka 

harus menjadi pilihan, keduanya terlihat dari sudut pengabdian, moralitas, idealisme dan kompetensi 

intelektual. Angka-angka yang memainkan peran penting dalam pembentukan hukum harus menjadi 

orang yang berdedikasi dan bersenang-senang oleh agama masing-masing sebelum mengambil fungsi. 

Ini adalah mereka yang harus duduk di lembaga pemerintah, institusi perwakilan dan lembaga 

peradilan kita. 
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